Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 22/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jalan Gajah Mada No. 17 yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, menetapkan
sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon yang
bernama:

DUPADI : Jalan Lagoa Kanal No. 16 Rt.011 Rw.002 Kelurahan Kebon Bawang,
Kecamatan Tanjung Priok — Jakarta Utara.
disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERMOHONAN
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal
17 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 18
Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara elektrik dengan NIK
3172022006810016 tertulis a.n SUPRIYADI, lahir pada tanggal 20 Juni 1981
2. Bahwa pada Catatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, yang
dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta
Utara dengan No. KK 3172021601092401 a.n SUPRIYADI.
Bahwa pada dan Surat Nikah Pemohon tertulis dengan nama DUPADI.
4. Bahwa pada akte anak-anak Pemohon, Pemohon tertulis = DUPADI.
Bahwa Permohonan telah menyadari adanya perbedaan hama Pemohon dan
tanggal lahir pemohon di dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki
yaitu:
A. SUPRIYADI
B. DUPADI
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir
pemohon diantaradokumen-dokumen milik Pemohon, sehingga Pemohon
mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya.
7. Bahwa untuk menghindari identifikasi dimasa depan Pemohon bermaksud
untuk mendapatkan penetapan bahwa nama SUPRIYADI dan DUPADI
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adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan perbaikan
tanggal lahir dari tanggal 20 Juni 1981 menjadi 17 Juni 1975.

8. Bahwa karena Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon kemukakan dan jelaskan diatas, dengan ini

Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Utara, agar

berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan nama DUPADI atau SUPRIYADI adalah nama 1 (satu) orang
yang sama yaitu Pemohon, dan selanjutnya menyebut dirinya DUPADI.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Jakarta Utara untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan yang
tersedia untuk dan atas nama DUPADI dan perbaikan tanggal lahir yang
sebelumnya tanggal 20 Juni 1981 menjadi 17 Juni 1975.

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon hadir dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan
tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pengantar No. 002/001/02/1/2017 atas nama Dupadi tanggal 05 Januari
2017, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi NIK.3172022006810016 tanggal
20 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Kutipan Akta Nikah No. 220/28/VIII/98 atas hama Dupadi dan Sugimah pada
tanggal 07 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Kartu Keluarga No. 3172021601092401 atas nama Kepala Keluarga Supriyadi
tanggal 13 April 2012, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Kutipan Akta Kelahiran No. 1326-Lt-05102016-0177 atas nama Muhammad
Arifin, yang diberi tanda bukti P-5.

6. Kutipan Akta Kelahiran N0.62/1999 atas nama Riski Supendi pada tanggal 22
Januari 1999, yang diberi tanda bukti P-6.

7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Prasetyo pada tanggal 15
Nopember 2009. yang diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 di atas adalah
berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi
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materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :
1. Saksi Firman Muhtadi, telah disumpah menurut agamanya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Dupadi lahir di Pekalongan
tanggal 17 Juni 1975.

- Bahwa benar pemohon tempat tinggalnya di Jalan Lagoa Kanal No. 16
Rt.011 Rw.002 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok —
Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi mengetahui pemohon sehari-hari dipanggil Dupadi.

- Bahwa benar saksi mengetahui dalam surat Nikah dan akte-akte kelahiran
anak namanya Dupadi.

- Bahwa saksi mengetahui kesalahan KTP pemohon namanya Supriyadi
dan kesalahan pada tanggal dan tahun lahir tanggal 20 Juni 1981, yang
seharusnya adalah Dupadi, lahir di Pekalongan tanggal 17 Juni 1975.

2. M. JUWANDI, telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah di Demak pada tanggal 06
Agustus 1998.

- Bahwa nama istri Pemohon bernama Sugimabh.

- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama Dupadi lahir di Pekalongan
tanggal 17 Juni 1975.

- Bahwa benar pemohon tempat tinggalnya di Jalan Lagoa Kanal No. 16
Rt.011 Rw.002 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok —
Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi mengetahui pemohon sehari-hari dipanggil Dupadi.

- Bahwa benar saksi mengetahui dalam surat Nikah dan akte-akte kelahiran

anak namanya Dupadi.
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- Bahwa saksi mengetahui kesalahan KTP pemohon namanya Supriyadi
dan kesalahan pada tanggal dan tahun lahir, yang seharusnya nama
Dupadi, lahir di Pekalongan tanggal 17 Juni 1975.

- Bahwa saksi mengetahui kesalahan KTP pemohon namanya Supriyadi
dan kesalahan pada tanggal dan tahun lahir tanggal 20 Juni 1981, yang
seharusnya adalah Dupadi, lahir di Pekalongan tanggal 17 Juni 1975.
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal

lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu
yang terdapat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon
dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dupadi.

- Bahwa Pemohon (Dupadi) telah menikah dengan Sugimah pada 06
Agustus 1998.

- Bahwa sesuai surat-surat lainnya terkecuali Kartu Tanda Penduduk
pemohon bernama Dupadi.

- Bahwa nama pemohon dalam KTP ada kesalahan yaitu Supriyadi, lahir di
Pekalongan tanggal 20 Juni 1981 yang seharusnya Dupadi, lahir di
Pekalongan tanggal 17 Juni 1975.

- Bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan nama yang ada di KTP dan
surat-surat yang akan dibuat pada masa yang akan datang diubah dari
Supriyadi menjadi Dupadi dan tanggal lahir dirubah dari Pekalongan,
tanggal 20 Juni 1981 menjadi lahir di Pekalongan, tanggal 17 Juni 1975.
Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon sebagaimana tersebut di

atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawabh ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
oleh Pemohon serta bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7
jika dikaitkan satu dengan lainnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada
pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lagoa Kanal No. 16 Rt.011
Rw.002 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok.

- Bahwa istri Pemohon adalah Sugimah (Sesuai P-3).
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- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Dupadi sesuai dengan
surat akte kelahiran anak-anaknya dan surat lainnya.

- Bahwa dalam KTP pemohon ada kesalahan nama yaitu Supriyadi yang
seharusnya Dupadi dan tanggal lahir Pekalongan, tanggal 20 Juni 1981
dirubah menjadi lahir di Pekalongan, tanggal 17 Juni 1975.

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal lahir, tahun lahir
dipergunakan untuk memperbaiki KTP pemohon dipergunakan untuk
menyesuaikan surat-surat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan
mempertimbangkan apakah Permohonan tersebut layak untuk dikabulkan
sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai materi
permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas

permohonan menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon bertempat tinggal
di Jalan Lagoa Kanal No.16 Rt.11 Rw.002 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan
Tanjung Priok-Jakarta Utara, oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan
Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa permohonan a quo, sehingga
apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya layak untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah demi
kepentingan Pemohon agar supaya ada kepastian menyangkut namanya oleh
karenanya Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak
bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku, sehingga
beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon
untuk membetulkan nama Pemohon dari Supriyadi menjadi Dupadi tempat tanggal
lahir Pekalongan 17 Juli 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan Pemohon telah
dinyatakan dikabulkan maka untuk kepastian administrasi Kependudukan maka
atas perubahan nama Pemohon itu harus pula didaftarkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara guna dicatat dalam Register yang
tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon
dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul

dalam permohonan ini;
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Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan nama Dupadi atau Supriyadi adalah nama 1 (satu) orang yang
sama yaitu Pemohon, dan selanjutnya menyebut dirinya Dupadi;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta
Utara untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan yang tersedia untuk
dan atas nama Dupadi, lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Juni 1975;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 oleh Dr.

Dahlan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

umum, dibantu oleh Sulistyoningsih,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon.
Panitera Pengganti, Hakim,
Sulistyoningsih, S.H. Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. ATK. :Rp. 75.000,-

2. P.N.B.P. :Rp. 30.000,-

3. Panggilan : Rp. 100.000,-

4. P.N.B.P. Panggilan :Rp. 5.000,-

5. Redaksi :Rp. 5.000,-

6. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah . Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
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